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RINGKASAAN  

 

Kepatuhan membayar Pajak Kos didasarkan oleh adanya kesadaran wajib pajak 

untuk membayar pajak tepat waktu dan didukung penerapan sanksi perpajakan. 

Wajib Pajak yang patuh berarti taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib 

Pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik rumah 

kos di Kelurahan Tlogomas Malang secara parsial. Penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian dengan mengunakan metode kuantitatif. Penentuan sampel 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sehingga didapatkan 

sampel sebanyak 30 Wajib Pajak Kos. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

oleh peneliti adalah kuesioner dan dokumentasi. Metode analisa data yang di 

gunakan yaitu regresi linier berganda dengan mengunakan program SPSS. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik rumah kos dengan nilai ttabel = 5,377 dan 

sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik 

rumah kos dengan nilai ttabel = 3,347. Adapun yang perlu dilakukan Wajib Pajak 

yaitu patuh dalam pembayaran pajak seperti membayar pajak tepat waktu 

sehingga mambantu berperan serta dalam meningkatkan hasil pajak untuk 

meningkatkan pembangunan dan perekonomian Indonesia. 

 

Kata Kunci: Pajak Kos, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, 

Sanksi Perpajakan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Ibu 

kota provinsi Surabaya, memiliki potensi yang besar dalam menyumbang 

penerimaan pajak negara, salah satunya yakni sebutan Malang sebagai Kota 

Pendidikan. Kota Malang mempunyai beberapa universitas Negeri dan 

universitas swasta yang menjadi tujuan para mahasiswa, baik yang pendatang 

maupun dalam kota. Setiap tahun, semua Perguruan Tinggi di kota Malang 

melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan jumlah yang cukup besar.  

Kelurahan Tlogomas merupakan salah satu kelurahan yang memiliki 

banyak pendatang baru dari berbagai daerah, oleh karena itu Kelurahan 

Tlogomas dijadikan sebagai tujuan para pendatang baru yang berasal dari luar 

daerah. Selain itu Kelurahan Tlogomas juga menjadi Kelurahan yang sangat 

strategis untuk memulai usaha dan mengembangkan bisnis.Seiring dengan 

semakin banyaknya pendatang di kelurahan Tlogomas, mengingatkan banyak 

yang menjadikan Kelurahan Tlogomas Malang sebagai tujuan baik untuk 

menuntut ilmu sebagai pelajar, maupun pekerja. Hal tersebut dijadikan 

kesempatan untuk para masyarakat sekitar kampus untuk membuka usaha 

rumah kos. Usaha rumah kos berpotensi untuk meningkatkan pendapatan 

daerah, rumah kos sebagai salah satu objek yang dikenakan pajak. Kepatuhan 



wajib pajak di Kelurahan Tlogomas adalah wajib pajaknya sangat memenuhi syarat 

perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan dan 

peringatan. 

Kondisi seperti ini merupakan peluang bagi masyarakat disekitar untuk membuka 

usaha rumah kos yang dirasa mempunyai prospek yang baik. Fenomena tersebut 

membawa keuntungan bagi Pemerintah Kota Malang guna peningkatan penerimaan pajak 

daerah. Pemungutan pajak rumah kos dapat dilandasi oleh Peraturan Daerah Nomor 16 

tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Rumah kos dikenakan pajak apabila jumlah kamarnya 

lebih dari 10 (sepuluh). Pemungutan pajak rumah kos dimulai pada tahun 2013 dengan 

hasil yang kurang maksimal, karena masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan 

ataupun tidak mendaftarkan usaha rumah kos yang dikelolahnya kepada pihak Kantor 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.  

Pajak Rumah Kos menganut self assessment system untuk membawa misi dan 

konsekuensi perubahan sikap  (kesadaran) yang  terjadi  dalam masyarakat dalam 

membayar  pajak  dengan sukarela (Voluntary complience) (Damayanti, Subekti dan 

Baridwan, 2015). Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Tlogomas Malang saat ini 

masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak dan 

banyaknya tunggakan. Pada tahun 2014 potensi pajak daerah Kota Malang masih 

menunggak sebesar 20% dari target pendapatan pajak tahun 2014 sebesar Rp. 260 Miliar 

(Surya, 2014).  

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari besarnya 

tunggakan yang tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Pada tahun 2014 



pihak Dispenda menargetkan pajak rumah kos sebesar Rp. 1.000.000.000 dan 

pemberlakuan pajak ini baru mulai pada tahun 2013 (Surya, 2014). Pada bulan Februari 

2015 para pegawai Dispenda mengadakan operasi gabungan pajak guna untuk 

mendobrak para wajib pajak yang masih belum bayar tagihannya. Terdapat 39 wajib 

pajak dengan rincian 15 berupa rumah kos, 8 reklame, 2 rumah makan, satu hotel, satu 

parkir dan 12 pajak bumi dan bangunan.  

Melihat tunggakan tersebut dapat menandakan bahwa wajib pajak masih belum 

patuh akan kewajiban bayar pajak rumah kos yang dikelolanya. Kepatuhan  wajib  pajak  

dapat  dikatakan patuh dalam pelaporan  pajak,  apabila wajib  pajak tersebut dapat 

melaporkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009). 

Sehingga Kepatuhan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya perlu 

ditingkatkan demi tercapainya target pajak yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat 

kesadaran wajib pajak maka kewajiban perpajakan semakin membaik, sehingga 

kepatuhannya dapat meningkat (Muliari dan Setiawan, 2011). Faktor yang 

mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak adalah kesadaran 

masyarakat, sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa studi tentang 

faktor-faktor tersebut sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi, sebagian besar 

hasil studi untuk kedua faktor ini dapat menunjukkan hasil yang sangat konsisten.  

Berkaitan dengan hal tersebut pasti akan muncul  respon yang berbeda baik dari 

pemilik rumah kos ataupun penghuni kos mengenai penetapan pajak daerah kategori 

rumah kos, sehubungan dengan hal itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di  

Kelurahan Tlogomas Malang dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung tentang 



“Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Pada Pemilik Rumah Kos Di Kelurahan Tlogomas Malang”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang 

diambil dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pemilik 

Rumah Kos di Kelurahan Tlogomas Malang?  

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pemilik 

Rumah Kos di Kelurahan Tlogomas Malang?  

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

pemilik rumah kos di Kelurahan Tlogomas Malang. 

2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

pemilik rumah kos di Kelurahan Tlogomas Malang.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang diperoleh, adapun manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti  



Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam 

menambahkan pengetahuan dan memberikan motivasi tentang pengaruh kesadaran 

wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Pada Pemilik 

Rumah Kos di Kelurahan Tlogomas Malang. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Malang.  

Sebagai bentuk evaluasi kerja pengelolaan keuangan daerah atas implementasi 

peraturan daerah Kota Malang nomor 8 tahun 2011 kategori pajak rumah kos.  

3. Bagi pengusaha rumah kos.  

Membantu memberikan informasi dan diharapkan semakin sadar akan adanya 

Peraturan daerah tersebut dan meningkatkan kontribusi untuk pajak daerah. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak pada pemilik rumah kos di Kelurahan Tlogomas 

Malang. 
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